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ABSTRAK

Tujuan dilakukannya peneleitian adalah untuk
mengetahui bagaimanakah tindak pidana oleh
pelaku usaha yang mengiklankan hasil usaha
perkebunan yang menyesatkan konsumen dan
bagaimanakah pemberlakuan sanksi pidana
terhadap pelaku suaha yang mengiklankan hasil
usaha perkebunan  yang  menyesatkan
konsumen, di mana dengan metode penelitian
hukum normatif disimpulkan: 1. Tindak pidana
oleh pelaku usaha yang mengiklankan hasil
usaha perkebunan  yang  menyesatkan
konsumen terjadi apabila pelaku usaha
melakukan pelanggaran atas Undang-Undang
Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan,
Pasal 79 yang menyatakan setiap pelaku usaha
perkebunan dilarang mengiklankan hasil usaha
perkebunan yang menyesatkan konsumen.
Iklan yang menyesatkan berarti iklan yang tidak
benar atau tidak sesuai dengan kenyataan yang
ada sehingga konsumen dapat dirugikan. 2.
Pemberlakuan sanksi pidana terhadap pelaku
usaha vyang mengiklankan hasil usaha
perkebunan yang menyesatkan konsumen
sesuai Pasal 112 Undang-Undang Nomor 39
Tahun 2014 Tentang Perkebunan dapat
dipidana dengan pidana penjara paling lama 5
(lima) tahun dan denda paling banyak
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Kata kunci: pelaku usaha; iklan;

PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Periklanan merupakan suatu bidang usaha
yang cukup unik, di satu sisi ia terikat pada
hubungan kerja dengan pelaku usaha yang
memperkerjakannya, namun di sisi lain ia di
wajibkan untuk turut bertanggung jawab atas
hasil  kerja/hasil karya vyang dibuatnya
berdasarkan atas perjanjian dan perintah kerja
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yang diterimanya. Pada umumnya pelaku usaha
periklanan. Hanya bekerja berdasarkan data
dan informasi yang disediakan oleh pelaku
usaha yang mempekerjakannya. Prestasi yang
dihasilkannya pun banyak dipengaruhi atas
kehendak dari pihak yang mempekerjakannya.
Mengakomodasi itu semua, pelaku usaha
periklanan harus dapat menempatkan posisinya
secara nentral dan seimbang, dengan tidak
melupakan  kewajibannya untuk menaati
ketentuan  hukum vyang berlaku dan
mengindahkan asas kepatutan, kesusilaan,
ketertiban umum, dan kebiasaan yang berlaku
pada masyarakat luas.’

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah tindak pidana oleh pelaku
usaha yang mengiklankan hasil usaha
perkebunan yang menyesatkan
konsumen?

2. Bagaimanakah pemberlakuan  sanksi
pidana terhadap pelaku suaha yang
mengiklankan hasil usaha perkebunan
yang menyesatkan konsumen?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian  hukum  normatif
merupakan metode penelitian hukum yang
digunakan.

PEMBAHASAN
A. Tindak Pidana Oleh Pelaku Usaha Yang

Mengiklankan Hasil Usaha Perkebunan

Yang Menyesatkan Konsumen

Iklan standar memegang peranan penting
dalam memberikan informasi kepada
konsumen tentang produk-produk tertentu,
sehingga atas dasar informasi yang diperoleh
dari iklan tersebut, konsumen bersedia
membeli/ menggunakan produk tertentu, tapi
karena iklan tidak selamanya memberikan
informasi yang benar kepada konsumen, maka
konsumen  dapat dirugikan  karenanya.
Walaupun iklan ini dapat merugikan konsumen,
namun bagi banyak produsen di Indonesia,
iklan seolah-olah dianggap sebagai suatu alat
promosi yang tidak memiliki akibat hukum.®

5Taufik H. Simatupang, Aspek Hukum Periklanan Perspektif
Perlindungan Konsumen, Cetakan ke-1. PT. Citra Bakti,
Bandung, 2004. him. 49.

6 Ibid, him. 105.
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Hukum konsumen adalah keseluruhan
kaidah-kaidah  hukum vyang  mengantur
hubungan dan masalah antara berbagai pihak
yang satu sama lain berkaitan dengan barang
dan/atau jasa konsumen di dalam pergaulan
hidup. Hukum  perlindungan  konsumen
merupakan bagian dari hukum konsumen yang
lebih luas yang memuat asas-asas atau kaidah-
kaidah yang bersifat mengatur dan juga
mengandung sifat melindungi kepentingan
konsumen.’

Pengawasan terhadap makanan/minuman,
terutama secara adminsitratif dilakukan dengan
pendaftaran produk vyang diselenggarakan
dalam rangka melindungi masyarakat terhadap
makanan vyang tidak memenuhi syarat
kesehatan dan untuk lebih  menjamin
keamanan dan mutu makanan yang beredar.
Dengan demikian, produsen atau importir wajib
mendaftarkan makanan yang diproduksi atau
diimpor serta wajib menjamin keamanan mutu
serta kebenaran label makanan yang
didaftarkannya. Pendaftaran yang dimaksud
tidak hanya meliputi makanan/minuman tetapi
juga produk Ilain yang berkaitan dengan
kesehatan manusia.®

Menurut  Penjelasan  Atas  Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69
Tahun 1999 tentang Label dan lklan Pangan,
Pemerintah menyadari perkembangan
teknologi pangan sangat berpengaruh terhadap
pelabelan pangan. Perkembangan tersebut
tidak mungkin dicakupi secara keseluruhan
melalui peraturan pemerintah ini. Namun, hal
itu tidak mungkin pula untuk dikesampingkan
tanpa membuka peluang untuk pengaturan
lebih lanjut. Dalam kondisi yang demikian,
Peraturan Pemerintah ini sekaligus
memerintahkan kepada Instansi terkait untuk
mengaturnya manakala diperlukan. Sudah
barang tentu pengaturannya disesuaikan
dengan lingkup tugas dan wewenang yang
melekat pada instansi yang bersangkutan.

Tidak hanya masalah yang berhubungan
dengan kesehatan saja yang perlu
dinformasikan secara benar dan tidak
menyesatkan melalui label dan iklan pangan,

’Susanti Adi Nugroho, Proses Penyelesaian Sengketa
Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala
Implementasinya, Edisi I. Cetakan ke-l. Kencana Prenada
Media Group. Jakarta. 2008. him. 57.

8Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Op.Cit, him. 84.

namun perlindungan secara bathiniah perlu
diberikan kepada masyarakat. Masyarakat
Islam merupakan jumlah terbesar dari
penduduk Indonesia yang secara khusus dan
non diskriminatif perlu dilindungi melalui
pengaturan halal. Bagaimanapun  juga,
kepentingan agama atau kepercayaan lainnya
tetap dilindungi melalui tanggung jawab pihak
yang memproduksi atau memasukkan pangan
ke dalam  wilayah Indonesia untuk
diperdagangkan bagi keperluan tersebut.’

Menurut  Penjelasan  Atas  Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69
Tahun 1999 tentang Label dan lklan Pangan,
selain daripada keterangan-keterangan yang
wajib  dimuat pada label sebagaimana
diinginkan oleh Pasal 30 ayat (2) Undang-
undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan,
diatur pula hal-hal lain yang sekiranya dapat
diinformasikan kepada masyarakat. Untuk
menampung pengaturan tersebut maka pokok-
pokok yang mendasari kelompok masyarakat
tertentu diatur di dalam Peraturan Pemerintah
ini. Pengaturan selanjutnya diserahkan kepada
Menteri Kesehatan yang lebih memahami
tentang aspek kesehatan masyarakat, termasuk
akibat sampingan pangan tertentu terhadap
kesehatan kelompok masyarakat tertentu.

Sebagaimana telah diuraikan di atas,
pengaruh pangan yang dikonsumsi terhadap
kesehatan manusia perlu diwaspadai. Oleh
karena itu, iklan tentang pangan perlu secara
khusus diatur dan dikendalikan dengan sebaik-
baiknya melalui Peraturan Pemerintah ini.
Penggunaan anak-anak berusia di bawah lima
tahun secara tegas  dilarang untuk
mengiklankan pangan yang tidak secara khusus
ditujukan untuk konsumsi oleh mereka.
Larangan ini sangat diperlukan untuk
menghindarkan anak-anak terhadap pengaruh
iklan yang bersifat negatif atau menyesatkan
yang secara mudah diterima oleh anak-anak
yang secara alamiah  belum  mampu
membedakan hal-hal yang baik atau yang
buruk.°

SPenjelasan Atas Peraturan Pemerintah  Republik
Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan lklan
Pangan.
10penjelasan Atas Peraturan Pemerintah  Republik
Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan lklan
Pangan.
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Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014
Tentang Perkebunan. Pasal 112. Setiap Pelaku
Usaha Perkebunan yang mengiklankan hasil
Usaha  Perkebunan yang  menyesatkan
konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal
79 dipidana dengan pidana penjara paling lama
5 (lima) tahun dan denda paling banyak
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 79. Setiap Pelaku Usaha Perkebunan
dilarang mengiklankan hasil Usaha Perkebunan
yang menyesatkan konsumen.

Larang; melarang; memerintahkan supaya
tidak melakukan sesuatu; tidak
memperbolehkan berbuat sesuatu.!

B. Pemberlakuan Sanksi Pidana Terhadap
Pelaku Usaha Yang Mengiklankan Hasil
Usaha Perkebunan Yang Menyesatkan
Konsumen
Sebagai sarana pemasaran tentunya peran

iklan dimaksudkan untuk mendorong

penciptaan kebutuhan produk konsumen yang
diiklankan, memantapkan dan atau
meningatkan pangsa pasar produk tersebut,
sedangkan sebagai sarana penerangan iklan
berfungsi pula sebagai penyampai keterangan
yang seharusnya juga memenuhi persyaratan
jujur  dan  bertanggung jawab dalam
menawarkan produk atau gagasan pada
khalayak ramai. Pertanyaan yang kemudian
muncul adalah apakah Tata Krama dan Tata

Cara Periklanan Indonesia (TKTCPI)

menyediakan tolok ukur dari prinsip-prinsip

etika, tanggung jawab sosial, dan perlindungan
nilai-nilai budaya? dan apakah Tata Krama dan

Tata Cara Periklanan Indonesia (TKTCPI)

dilengkapi dengan badan penaatan Tata Krama

yang memiliki, wewenang objektif?

Kewenangan dimaksud adalah kewenangan

untuk secara mandiri lepas dari kepentingan

bisnis yang melatarbelakanginya dalam
mengambil keputusan, menetapkan ada atau
tidaknya pelanggaran prinsip-prinsip berusaha
yang telah ditetapkan. Badan ini haruslah
memenuhi  syarat-syarat = objektif dalam
mengambil setiap keputusan dan putusan itu
efektif dalam pelaksanaannya. Prinsipnya setiap

Kode Etik Profesi tentulah yang menjadi tolok

ukurnya adalah “hati nurani”, “moral” dan

“nilai-nilai etik”, meskipun untuk aplikasinya

11Sydarsono, Op.Cit. 242.
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cenderung sulit untuk mencari ukuran-ukuran
dan batasan-batasannya.'?

Pada masa kini fungsi dan peran negara
terhadap masyarakatnya bukan hanya sekedar
menjaga ketertiban dan kemanan, melainkan
lebih luas Dari itu, vyaitu memberikan
kesejahteraan kepada masyarakat atau yang
lebih dikenal dengan negara kesejahteraan
(welfare state). Di dalam melaksanakan konsep
negara kesejahteraan perlindungan bagi warga
negara, baik sebagai individu maupun sebagai
kelompok merupakan sisi yang penting karena
tanpa ada perlindungan yang menimbulkan
rasa aman bagi rakyat tidak mungkin tercapai
suatu kesejahteraan bagi masyarakat.®

Perlindungan bagi masyarakat ini
berdimensi banyak, salah satunya adalah
perlindungan hukum. Apabila dikaitkan dengan
keseluruhan individu dalam masyarakat yang
secara sendiri sebagai konsumen, perlindungan
konsumen merupakan bagian dari
pembangunan secara keseluruhan.Dengan
demikian merupakan suatu kewajiban yang
tidak dapat dihindarkan bagi negara untuk
selalu berupaya memberikan perlindungan
kepada konsumen.*

Tidak mudah mengharapkan kesadaran
pelaku usaha yang pada dasarnya memegang
prinsip ekonomi meraih keuntungan vyang
sebesar-besarnya dengan modal sekecil-
kecilnya.Prinsip ini sangat potensial merugikan
kepentingan konsumen, baik secara langsung
maupun tidak langsung.Oleh karena itu,
diharapkan  undang-undang  perlindungan
konsumen dapat melindungi kepentingan
konsumen secara integratif dan komprehensif
serta dapat diterapkan secara efektif di
masyarakat, sehingga tujuan dari undang-
undang ini, yaitu terciptanya perekonomian
yang sehat dapat tercapai.’®

Dilihat dari hubungan konsumen secara
individual dengan produsen merupakan
hubungan perdata, oleh karenanya
perlindungan konsumen lebih sering dilihat dari
segi hukum perdata, seperti masalah ganti rugi.
Pemikiran demikian tidaklah selalu benar

12 Taufik H. Simatupang, Op. Cit, him. 26.

B3Taufik H. Simatupang, Op.Cit. him. 62.

11bid, him. 63.

5Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati (Penyunting)
Hukum Perlindungan Konsumen, Cetakan kel. Mandar
Maju. Bandung. 2000, him. iv.
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karena perlindungan konsumen merupakan
juga kewajiban pemerintah, maka peranan
pemerintah dalam menerapkan sanksi pidana
dan administrasi sangatlah penting. Di dalam
hubungannya dengan perlindungan konsumen
yang sering terjadi adalah tuntutan hak yang
dikemukakan oleh konsumen karena merasa
dirugikan oleh suatu produk barang dan jasa.'®

Hubungan hukum (rechtsbetrekking, legal
relations) adalah suatu hubungan yang
dilakukan antara dua subjek hukum atau lebih,
hubungan yang menimbulkan dan kewajiban di
antara satu sama lainnya. Hubungan hukum
seperti ini mempunyai tiga unsur yang
terpenting:'’

a. Pihak-pihak (manusia atau badan hukum)
yang mempunyai hak dan kewajiban yang
saling berhadapan;

b. Objek yang menjadi dasar adanya hak dan
kewajiban itu;

¢. Hubungan antara pemilik hak dan
pengembann kewajiban atau hubungan
terhadap objek yang bersangkutan.

Dari ketiga unsur tersebut, dapat diketahui
bahwa dalam suatu hubungan hukum terdapat
hubungan timbal balik, yakni: kekuasaan atau
hak (bevoegheid) dan kewajiban (plicht).*®

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014
Tentang Perkebunan. Pasal 112. Setiap Pelaku
Usaha Perkebunan yang mengiklankan hasil
Usaha  Perkebunan yang  menyesatkan
konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal
79 dipidana dengan pidana penjara paling lama
5 (lima) tahun dan denda paling banyak
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 79. Setiap Pelaku Usaha Perkebunan
dilarang mengiklankan hasil Usaha Perkebunan
yang menyesatkan konsumen.

Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label
dan Iklan Pangan. Pasal 1 angka 1. lklan pangan
adalah setiap keterangan atau penyertaan
mengenai pangan dalam bentuk gambar,
tulisan atau bentuk lain yang dilakukan dengan
berbagai cara untuk pemasaran dan atau
perdagangan pangan yang selanjutnya dalam
Peraturan Pemerintah ini disebut Iklan. Pasal 44
ayat:

16Taufik H. Simatupang, Op. Cit, him. 63.

17Said Sampara, dkk, Buku Ajar Pengantar llmu Hukum,
cetakan Il, Total Media, Yogyakarta, 2011, him. 141.

18/pid.

(1) Setiap Iklan tentang pangan vyang
diperdagangkan wajib memuat keterangan
mengenai pangan secara benar dan tidak
menyesatkan, baik dalam bentuk gambar
dan atau suara, pernyataan, dan atau
bentuk apapun lainnya.

(2) Setiap lklan tentang pangan tidak boleh
bertentangan dengan norma-norma
kesusilaan dan ketertiban umum.

Pasal 45 ayat:

(1) Setiap orang yang memproduksi dan atau
memasukkan ke dalam wilayah Indonesia
pangan untuk diperdagangkan, dilarang
memuat pernyataan dan atau keterangan
yang tidak benar dan atau yang dapat
menyesatkan dalam lklan.

(2) Penerbit, pencetak, pemegang izin siaran
radio atau televisi, agen dan atau medium
yang dipergunakan untuk menyebarkan
Iklan, turut bertanggung jawab terhadap isi
Iklan yang tidak benar, kecuali yang
bersangkutan tidak mengambil tindakan
yang diperlukan untuk meneliti kebenaran
isi Iklan yang bersangkutan.

(3) Untuk kepentingan pengawasan, penerbit,
pencetak, pemegang izin radio atau televisi,
agen dan atau medium yang dipergunakan
untuk  menyebarkan lklan dilarang
merahasiakan identitas, nama dan alamat
pemasang lklan.

Masyarakat juga perlu mendapatkan
informasi yang jelas mengenai setiap produk
pangan yang dikemas sebelum membeli dan
mengonsumsi  Pangan. Informasi tersebut
terkait dengan asal, keamanan, mutuy,
kandungan Gizi, dan keterangan lain yang
diperlukan. Sehubungan dengan hal tersebut,
perlu ditetapkan ketentuan mengenai label dan
iklan pangan sehingga masyarakat dapat
mengambil keputusan berdasarkan informasi
yang akurat.®

Sanksi, sanctie, yaitu: akibat hukum bagi
pelanggar ketentuan undang-undang. Ada
sanksi adminsitratif, ada sanksi perdata dan ada
sanksi pidana.?”® Sanksi pidana, strafsanctie,
yaitu akibat hukum terhadap pelanggaran
ketentuan pidana yang berupa pidana dan/atau
tindakan.?! Pidana (Straf): hukuman vyang

19penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan I. Umum.

20Andi Hamzah, Op.Cit, him. 138.

21pjd, him. 138.
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dijatuhkan terhadap orang vyang terbukti

bersalah melakukan delik berdasarkan putusan

yang berkekuatan hukum tetap.?

Hukum sebagai norma mempunyai ciri
kekhususan, vyaitu hendak  melindungi,
mengatur dan memberikan keseimbangan
dalam menjaga kepentingan umum.
Pelanggaran ketentuan hukum dalam arti
merugikan, melalaikan atau mengganggu
keseimbangan kepentingan umum dapat
menimbulkan rekasi dari masyarakat. Reaksi
yang diberikan berupa pengembalian
ketidakseimbangan yang dilakukan dengan
mengambil tindakan terhadap pelanggarnya.
Pengembalian ketidakseimbangan bagi suatu
kelompok sosial yang teratur dilakukan oleh
petugas yang berwenang dengan memberikan
hukuman.?®

Hukum pidana adalah hukum vyang
mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan
terhadap kepentingan umum. Pelanggaran dan
kejahatan tersebut diancam dengan hukuman
yang merupakan penderitaan atau siksaan bagi
yang  bersangkutan. Kejahatan adalah
perbuatan pidana vyang berat. Ancaman
hukumannya dapat berupa hukuman denda,
hukuman penjara, hukuman mati dan
kadangkala masih ditambah dengan hukuman
penyitaan barang-barang tertentu, pencabutan
hak-hak tertentu serta pengumuman
keputusan hakim.?*

Tujuan hukum pidana ada dua macam,
yaitu:

1. Untuk menakut-nakuti setiap orang agar
tidak melakukan perbuatan pidana (fungsi
preventif/pencegahan);

2. Untuk mendidik orang yang telah melakukan
perbuatan pidana agar menjadi orang yang
baik dan dapat diterima kembali dalam
masyarakat (fungsi represif) kekerasan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa tujuan hukum
pidana adalah untuk melindungi masyarakat.
Apabila seseorang takut untuk melakukan
perbuatan tidak baik, karena takut dihukum,

22 |pid, him. 119.

2Abdoel Djamali, Pengantar Hukum Indonesia, Edisi
Revisi, Edisi 2. Cet. 4. Rajawali Pers. PT. RajaGrafindo
Persada, Jakarta, 2009. him. 3.

24Yulies Tiena Masriani, Pengantar Hukum Indonesia,
Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, November 2009,
him. 60.
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semua orang dalam masyarakat akan tenteram
dan aman.®

Hukuman atau sanksi yang dianut hukum
pidana membedakan hukum pidana dengan
bagian hukum yang lain. Hukuman dalam
hukum pidana ditujukan untuk memelihara
keamanan dan pergaulan hidup yang benar.?
Tujuan pemidanaan dapat dilihat melalui dasar
pembenaran adanya hukum atau penjahan
pidana. Dasar pembenaran penjatuhan pidana
ada tiga teori yaitu sebagai berikut:?’

1. Teori Absolut
Menurut teori absolut tujuan dari
pemidanaan terletak pada hukum pidana itu
sendiri, “...barang siapa yang dilakukan suatu
perbuatan pidana, harus dijatuhkan hukum
pidana....” Teori ini disebut juga teori
pembalasan, karena bersifat pembalasan

(vergelding). Hukum dijatuhkan karena ada

dosa.

2. Teorirelatif

Menurut teori relatif, tujuan pemidanaan

adalah untuk :

a. Mencegah;

b. Menakut-nakuti, sehingga orang lain

tidak melakukan kejahatan;

€. Memperbaiki orang yang melakukan

tidak pidana;

d. Memberikan perlindungan kepada

masyarakat terhadap kejahatan;

Teori ini disebut juga teori tujuan, karena

menitikberatkan pada tujuan hukuman.

Ancaman hukuman perlu supaya manusia

tidak melanggar.
3. Teori gabungan.

Menurut teori gabungan, yang merupakan
kombinasi antara teori absolut dan teori relatif,
tujuan penjatuhan pidana karena orang
tersebut melakukan kejahatan dan agar ia tidak
melakukan kejahatan lagi.?®

Jenis-jenis hukuman dapat dilihat dari
ketentuan Pasal 10 KUHP. Pasal 10 KUHP
menentukan adanya hukuman pokok dan
hukuman tambahan. Hukuman pokok adalah:

1. Hukuman mati;

2. Hukuman penjara;
3. Hukuman kurungan;
4. Hukuman denda.

2pid, him. 61.

26 eden Marpaung, Op. Cit, him. 105.

27 Yulies Tiena Masriani, Op. Cit, him. 66.
28)pid, him. 66.
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Hukuman tambahan adalah:
1. Pencabutan hak-hak tertentu;
2. Perampasan/penyitaan

tertentu, dan
3. Pengumuman putusan hakim.?®

Perbedaan antara hukuman pokok dan
hukuman tambahan, adalah hukuman pokok
terlepas dari hukuman lain, berarti dapat
dijatuhkan kepada terhukum secara mandiri.
Adapun hukuman tambahan hanya merupakan
tambahan pada hukuman pokok, sehingga tidak
dapat dijatuhkan tanpa ada hukuman pokok
(tidak mandiri).3*® Hukuman tambahan hanya
dapat dijatuhkan bersama-sama dengan
hukuman  pokok. Penjatuhan  hukuman
tambahan itu biasanya bersifat fakultatif.
Hakim tidak diharuskan menjatuhkan hukuman
tambahan 3!

Hukuman pokok telah ditentukan dalam
Pasal 10 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:
“pidana terdiri atas”:3?
a. pidana pokok:

1) pidana mati;

2) pidana penjara;

3) pidana kurungan;

4) pidana denda;

5) pidana tutupan.
b. pidana tambahan:

1)

)

barang-barang

pencabutan hak-hak tertentu;
2) perampasan barang-barang tertentu;
3) pengumuman putusan hakim.
Sebagai suatu sistem masyarakat, sistem
peradilan pidana bertujuan untuk:

1. mencegah masyarakat menjadi korban
kejahatan;

2. menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi
sehingga masyarakat puas, bahwa keadilan
telah ditegakkan dan yang bersalah di
pidana;

3. mengusahakan agar mereka yang pernah
melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi
kejahatannya.®
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4 ayat

(3) salah satu hak konsumen yaitu: hak atas

29 Yulies Tiena Masriani, Op. Cit, him. 65-66.

30 Jpid, him. 66.

31 Leden Marpaung, Op. Cit, him.111.

32 Ibid, him. 107.

33petrus Irwan Panjaitan & Chairijah, Pidana Penjara
Dalam Perspektif Penegak Hukum Masyarakat dan
Narapidana, CV. Indhili. Co, Jakarta, 2009, him. 56.

informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai

kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 17 ayat
(1) Pelaku usaha periklanan dilarang
memproduksi iklan yang:

a. mengelabui konsumen mengenai kualitas,
kuantitas, bahan, kegunaan dan harga
barang dan/atau tarif jasa serta ketepatan
waktu penerimaan barang dan/atau jasa;

b. mengelabui  jaminan/garansi  terhadap
barang dan/atau jasa;

c. memuat informasi yang keliru, salah, atau
tidak tepat mengenai barang dan/atau jasa;

d. tidak memuat informasi mengenai risiko
pemakaian barang dan/atau jasa;

e. mengeksploitasi kejadian dan/atau
seseorang tanpa seizin yang berwenang atau
persetujuan yang bersangkutan;

f. melanggar etika dan/atau ketentuan
peraturan perundang-undangan mengenai
periklanan.

Pasal 17 ayat (2) Pelaku usaha periklanan
dilarang melanjutkan peredaran iklan yang
telah melanggar ketentuan pada ayat (1).

Hakikat iklan dalam kerangka perlindungan
konsumen merupakan janji dari pihak yang
mengumumbkan. Ilklan  dalam berbagai
bentuknya mengikat pihak yang
mengumumkan dengan segala akibatnya.
Sebagai sumber informasi barang atau jasa
yang ditawarkan. Harus dicegah penggunaan
iklan menyesatkan, menipu atau mengelabui
konsumen. Mengenai periklanan, rancangan
undang-undang perlindungan konsumen tidak
mengatur secara spesifik, karena diharapkan
ketentuan periklanan dapat diatur dalam
peraturan perundang-undangan tersendiri.
Muatan yang akan diatur dibatasi kepada
kegiatan atau perbuatan pengusaha vyang
menawarkan barang melalui iklan termasuk
perusahaan periklanan atau media
periklanan.?*

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
tentang Perlindungan Konsumen, mengatur
mengenai pemberlakuan sanksi pidana dalam
Pasal 62 ayat:

(1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal

34Erman Rajagukguk dkk, Hukum Perlindungan Konsumen,
(Penyunting) Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati,
Cetakan I. CV. Mandar Maju. Bandung, 2000, him. 19.
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9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal

17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf ¢, huruf

e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan

pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun

atau pidana denda paling banyak Rp
2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

(2) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11,
Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal
16, dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f
dipidana dengan pidana penjara paling
lama 2 (dua) tahun atau pidana denda
paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima
ratus juta rupiah).

(3) Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan
luka berat, sakit berat, cacat tetap atau
kematian diberlakukan ketentuan pidana
yang berlaku.

Pasal 63. Terhadap sanksi pidana
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, dapat
dijatuhkan hukuman tambahan, berupa:

a. perampasan barang tertentu;

b. pengumuman keputusan hakim;

c. pembayaran ganti rugi;

d. perintah penghentian kegiatan tertentu
yang menyebabkan timbulnya kerugian
konsumen;

e. kewajiban penarikan barang dari peredaran;
atau

f. pencabutan izin usaha.®
Pelaku usaha periklanan bertanggung jawab

atas iklan yang dipromosikan dan segala akibat
yang ditimbulkan oleh iklan tersebut. Berkaitan
dengan perilaku periklanan yang dilarang dan
tentang tanggung jawabnya itu, satu hal yang
perlu dipertanyakan, siapakah pelaku usaha
periklanan itu?. Dari sudut pelaku usaha
periklanan menurut Az. Nasution terdapat tiga
jenis pelaku usaha, yaitu:

1. Pengiklan, yaitu perusahaan yang memesan
iklan untuk mempromosikan, memasarkan

dan/atau menawarkan produk yang mereka
edarkan;

2. Perusahaan Iklan, adalah perusahaan/biro
yang bidang usahanya adalah mendesain
atau membuat  iklan untuk  para
pemesannya;

3. Media, media elektronik atau nonelektronik
atau bentuk media lain yang menyiarkan
atau menayangkan iklan-iklan tersebut.3®

35 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen.
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Ketiga jenis pelaku usaha tersebut dalam
undang-undang ini termasuk pelaku usaha.
Ketiga pelaku usaha di atas dapat
dipertanggungjawabkan, tetapi secara tepatnya
pelaku usaha manakah yang harus bertanggung
jawab sebagaimana dimaksud dalam pasal 20
tersebut. Menurut Az Nasution tergantung
bagaimana hakim pengadilan negeri mengambil
putusannya. Sekiranya tanda tangan pengiklan
(tanda acc) terdapat pada konsep iklan itu,
maka dialah yang mempertanggungjawabkan.?’

Hukum perlindungan konsumen dewasa ini
mendapat cukup perhatian karena menyangkut
aturan-aturan guna mensejahterahkan
masyarakat, bukan saja masyarakat selaku
konsumen saja yang mendapat perlindungan,
namun pelaku usaha juga mempunyai hak yang
sama untuk mendapat perlindungan, masing-
masing ada hak dan kewajiban. Pemerintah
berperan mengatur, mengawasi dan
mengontrol, sehingga tercipta sistem vyang
kondusif saling berkaitan satu dengan yang lain
dengan demikian tujuan mensejahterahkan
masyarakat secara luas dapat tercapai.®

Perlindungan konsumen merupakan
konsekuensi dan bagian dari kemajuan
teknologi dan industri. Kemajuan teknologi dan
industri tersebut telah memperkuat perbedaan
antara masyarakat tradisional dan masyarakat
modern. Perlindungan konsumen juga memiliki
hubungan erat dengan globalisasi ekonomi
yang membuka akses masuk semua barang
dan/atau jasa dari negara lain.®

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012
Tentang Pangan, Pasal 5. Lingkup pengaturan
Penyelenggaraan Pangan, meliputi:
perencanaan Pangan;

Ketersediaan Pangan;

keterjangkauan Pangan;

konsumsi Pangan dan Gizi;

Keamanan Pangan;

label dan iklan Pangan;

pengawasan;

sistem informasi Pangan;

penelitian dan pengembangan Pangan;

kelembagaan Pangan;

. peran serta masyarakat; dan
penyidikan.

AT T T®@ o0 e0 oo

36Celina Tri Siwi Kristiyanti, Op.Cit. him. 74.
37 Ibid. him. 74.

38/pjd. him. 1.

39zulham, Op.Cit. him. 2.

229



Lex Privatum Vol. IX/No. 4/Apr/EK/2021

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012
Tentang Pangan, Pasal 2. Penyelenggaraan
Pangan dilakukan dengan berdasarkan asas:

a. kedaulatan;

b. kemandirian;

c. ketahanan;

d. keamanan;

e. manfaat;

f. pemerataan;

g. berkelanjutan; dan
h. keadilan.

Penjelasan Pasal 2 huruf (e) Yang dimaksud
dengan “asas manfaat” adalah bahwa
Penyelenggaraan Pangan harus memberikan
manfaat bagi kemanusiaan dan kesejahteraan
masyarakat, baik lahir maupun batin dan
manfaat tersebut dapat dinikmati oleh seluruh
lapisan masyarakat secara adil dan merata
dengan tetap bersandarkan pada daya dan
potensi yang berkembang di dalam negeri.
Huruf (f) Yang dimaksud dengan “asas
pemerataan” adalah bahwa Penyelenggaraan
Pangan harus dilakukan secara menyeluruh dan
mampu menjamin keterjangkauan Pangan
sampai pada tingkat perseorangan secara
merata. Huruf (g) Yang dimaksud dengan “asas
berkelanjutan” adalah bahwa Penyelenggaraan
Pangan harus dilaksanakan secara konsisten
dan berkesinambungan dengan memanfaatkan
sumber daya alam yang menjamin peningkatan
kesejahteraan masyarakat untuk masa kini dan
masa depan. Huruf (h) Yang dimaksud dengan
“asas keadilan” adalah bahwa Penyelenggaraan
Pangan harus memberikan peluang dan
kesempatan yang sama secara proporsional
kepada semua warga negara.*

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012
Tentang Pangan, Pasal 3. Penyelenggaraan
Pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan
dasar manusia yang memberikan manfaat
secara adil, merata, dan berkelanjutan
berdasarkan Kedaulatan Pangan, Kemandirian
Pangan, dan Ketahanan Pangan.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012
Tentang Pangan, Pasal 4. Penyelenggaraan
Pangan bertujuan untuk:

a. meningkatkan kemampuan memproduksi

Pangan secara mandiri;

“Openjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun
2012 Tentang Pangan.

b. menyediakan Pangan yang beraneka ragam
dan memenuhi persyaratan keamanan,
mutu, dan Gizi bagi konsumsi masyarakat;

c¢. mewujudkan tingkat kecukupan Pangan,
terutama Pangan Pokok dengan harga yang
wajar dan terjangkau sesuai dengan
kebutuhan masyarakat;

d. mempermudah atau meningkatkan akses
Pangan bagi masyarakat,  terutama
masyarakat rawan Pangan dan Gizi;

e. meningkatkan nilai tambah dan daya saing
komoditas Pangan di pasar dalam negeri dan
luar negeri;

f. meningkatkan pengetahuan dan kesadaran
masyarakat tentang Pangan yang aman,
bermutu, dan Dbergizi bagi konsumsi
masyarakat;

g. meningkatkan kesejahteraan bagi Petani,
Nelayan, Pembudi Daya lkan, dan Pelaku
Usaha Pangan; dan

h. melindungi dan mengembangkan kekayaan
sumber daya Pangan nasional.

Penjelasan Pasal 4 huruf (d) Yang dimaksud
dengan masyarakat rawan Pangan” adalah
masyarakat di suatu wilayah yang memiliki
ketidakmampuan untuk memperoleh Pangan
yang cukup dan sesuai untuk hidup sehat dan
aktif, termasuk di dalamnya masyarakat miskin,
masyarakat yang terkena bencana, dan/atau
masyarakat yang berada di kondisi geografis
yang tidak terjangkau akses Pangan. Yang
dimaksud dengan” masyarakat rawan Gizi”
adalah masyarakat yang paling mudah
mengalami gangguan kesehatan atau
kekurangan Gizi. Kelompok rawan Gizi ini pada
umumnya berhubungan dengan proses
kehidupan manusia yang terdiri atas kelompok
umur tertentu dalam siklus kehidupan manusia
yang meliputi bayi, balita, ibu hamil dan
menyusui serta anak usia sekolah, remaja, dan
lansia.*

Adanya pengaturan hukum mengenai tindak
pidana oleh pelaku usaha yang mengiklankan
hasil usaha perkebunan yang menyesatkan
konsumen, diharapkan dapat memberikan
kepastian hukum dan jaminan perlindungan
hukum terhadap konsumen dari informasi
melalui iklan yang tidak benar dan mengelabui
konsumen. Pemberlakuan sanksi pidana pelaku
usaha vyang mengiklankan hasil usaha

41penjelasan Pasal 4 huruf (d) Undang-Undang Nomor 18
Tahun 2012 Tentang Pangan.
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perkebunan vyang menyesatkan konsumen
merupakan suatu penghukuman agar pelaku
usaha tidak lagi mengulangi perbuatannya dan
merupakan suatu peringatan bagi pihak lain
untuk tidak melakukan perbuatan yang sama.

PENUTUP
A. Kesimpulan

1. Tindak pidana oleh pelaku usaha yang
mengiklankan hasil usaha perkebunan
yang menyesatkan konsumen terjadi
apabila  pelaku usaha  melakukan
pelanggaran atas Undang-Undang Nomor
39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan,
Pasal 79 yang menyatakan setiap pelaku
usaha perkebunan dilarang
mengiklankan hasil usaha perkebunan
yang menyesatkan konsumen. lklan yang
menyesatkan berarti iklan yang tidak
benar atau tidak sesuai dengan
kenyataan yang ada sehingga konsumen
dapat dirugikan.

2. Pemberlakuan sanksi pidana terhadap
pelaku usaha yang mengiklankan hasil
usaha perkebunan yang menyesatkan
konsumen sesuai Pasal 112 Undang-
Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang
Perkebunan dapat dipidana dengan
pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun
dan denda paling banyak
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

B. Saran

1. Untuk mencegah terjadinya tindak
pidana oleh pelaku usaha vyang
mengiklankan hasil usaha perkebunan
yang menyesatkan konsumen, maka
diperlukan upaya pengawasan dilakukan
untuk menjamin penegakan hukum dan
terselenggaranya usaha perkebunan
yang dilaksanakan secara berjenjang oleh
pemerintah pusat dan pemerintah
daerah sesuai dengan kewenangannya
dengan melibatkan peran serta
masyarakat.

2. Pemberlakuan sanksi pidana terhadap
pelaku usaha yang mengiklankan hasil
usaha perkebunan yang menyesatkan
konsumen perlu diterapkan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku apabila telah terbukti
secara sah melakukan perbuatan pidana
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sesuai hasil pemeriksaan di pengadilan.
Hal dimaksudkan untuk memberikan efek
jera bagi pelaku dan bagi pihak lain
merupakan suatu peringatan untuk tidak
melakukan perbuatan yang sama.
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